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I. UMUM 
 

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
mengamanatkan dengan tegas bahwa selain berkewajiban 
mengalokasikan dana perimbangan, Pemerintah dapat memberikan 
pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. 
Pengalokasian dana perimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau 
hibah ini dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk 
mendanai pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah memberikan 
sumber-sumber penerimaan kepada Pemerintah Daerah, yang antara 
lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan 
Pinjaman Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan. Selain itu, 
Pemerintah Daerah diberikan juga peluang untuk memperoleh 
pendapatan lainnya, yaitu pendapatan hibah sebagai lain-lain 
pendapatan. 
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 Berdasarkan hal di atas, menjadi jelas bahwa pelaksanaan kebijakan 
Hibah Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi Daerah. Pemberian 
hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya 
merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan suatu 
sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, 
yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara 
proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan 
potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan 
pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan 
tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara menetapkan bahwa untuk mendanai dan mendukung kegiatan 
pembangunan dan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, 
Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah 
baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata 
cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah kepada 
Pemerintah Daerah, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun 
luar negeri. Tatacara pengadaan pinjaman dan  penerimaan hibah  
serta penerusannya  yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri 
dan/atau Pinjaman Luar Negeri  maupun dari Hibah Dalam Negeri 
dan/atau Hibah Luar Negeri telah diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan  namun untuk penerusan hibah kepada 
Pemerintah Daerah belum diatur secara komprehensif. Dasar hukum 
yang mengatur mengenai pemberian, penerimaan dan penggunaan 
hibah kepada Pemerintah Daerah tersebut telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah masih 
memerlukan penyempurnaan sehingga dapat secara responsif dalam 
pengaturanya baik terhadap berbagai sumber hibah, penyaluran hibah 
maupun pengelolaan hibah. Sebagai upaya untuk melakukan 
perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara dan Daerah khususnya 
terkait pengelolaan Hibah Daerah serta untuk mengakomodasi kondisi 
dan perkembangan pelaksanaan hibah di Daerah, dan adanya 
perubahan peraturan terkait pelaksanaan Hibah Daerah menyebabkan 
penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah kepada Daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan. 
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 Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang 
mencakup hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah 
Daerah, diharapkan dapat  dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip pengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah harus 
dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  
 

 Pasal 1 
Cukup jelas. 

 Pasal 2 
Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah 
atau sebaliknya. 

 Pasal 3  

Yang dimaksud dengan “uang” adalah kas atau mata uang asing. 
Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang habis pakai dan 
barang modal yang dinilai dengan uang.  

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah bantuan teknis, pendidikan, 
pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan 
uang. 

 Pasal 4  
          Cukup jelas.  

 Pasal 5 
          Cukup jelas. 

 Pasal 6 
 Ayat (1) 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini sejalan 
dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 Ayat (2) 
 Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat 

diteruspinjamkan, diterushibahkan, dan/atau dijadikan 
penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah  dalam 
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kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan 
badan usaha milik daerah. 

 Ayat (3) 
 Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service 
Obligations/PSO) merupakan prioritas pemberian/penerusan 
hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah atau dapat dilimpahkan atau didelegasikan 
kepada pihak lain seperti badan usaha milik daerah, 
badan/lembaga swasta. 

Ayat (4) 
Pemberian/penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah 
memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan 
keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
serta antar-Daerah. 

 Pasal 7 
Cukup jelas. 

 Pasal 8 
 Ayat (1)  

 Huruf a  
  Cukup jelas. 

 Huruf b 
 Cukup jelas. 

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” 
adalah yang menyelenggarakan urusan pelayanan publik. 

 Huruf d 

 Cukup jelas. 
 Ayat (2)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
tumpang tindih pendanaan yang bersumber dari APBN dan 
APBD. 

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 Pasal 9 
Cukup jelas. 
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 Pasal 10 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah bagian dari program 
yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 
dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/jasa. 

 Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri 
Jangka Menengah” adalah daftar rencana kegiatan yang layak 
dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka 
menengah. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “Daftar Rencana Kegiatan Hibah” 
adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan 
hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari pemberi 
hibah. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “jumlah alokasi peruntukan” adalah 
jumlah alokasi atas Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar 
Negeri yang akan diberikan kepada penerima manfaat seperti 
Kementerian/Lembaga atau diteruskan/diberikan kepada 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri tidak dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana 
dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik 
yang menghasilkan penerimaan langsung. 
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Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “urusan Pemerintah Daerah” 
adalah urusan yang sangat mendasar kepada masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah  yang 
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Huruf a 

              Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah yang 
mengakibatkan penambahan beban pada APBD” adalah 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
pencapaian prioritas pembangunan nasional. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 Pasal 13 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “peta kapasitas fiskal Daerah” adalah 
gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokan berdasarkan 
indeks kapasitas fiskal Daerah. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
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 Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 Pasal 15 

 Cukup jelas. 

 Pasal 16 

Ayat (1)  

 Yang dimaksud dengan “Kepala Daerah” adalah gubernur bagi 
daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau 
walikota bagi daerah kota. 

Ayat (2)  

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Pasal 17 

 Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

 Pasal 19 

 Cukup jelas. 
 Pasal 20 

 Cukup jelas. 

 Pasal 21 
 Cukup jelas. 

 Pasal 22 
 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan ”capaian kinerja” adalah ukuran 
prestasi kerja yang telah dicapai dari keadaan semula oleh 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012,No.5 8

Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor kualitas 
dan kuantitas output. 

 Ayat (3) 
 Yang dimaksud dengan “Rekening Kas Umum Negara” adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral 
Yang dimaksud dengan “Rekening Kas Umum Daerah”, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan 
oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan 
Yang dimaksud dengan ”pemindahbukuan” adalah transfer dari 
Rekening Kas Umum Negara pada APBN ke Rekening Kas 
Umum Daerah pada APBD. Pemindahbukuan secara bertahap 
dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum 
Daerah bersifat penyediaan dana atau pembayaran atas 
penyelesaian pekerjaan. 

 Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

 Yang dimaksud dengan “hibah melibatkan Kementerian 
Negara/Lembaga” adalah hibah untuk mendanai kegiatan yang 
merupakan satu kesatuan dengan kegiatan di Kementerian 
Negara/Lembaga yang telah ditunjuk sebagai penanggung 
jawab kegiatan secara keseluruhan. 

 Ayat (7) 

 Cukup jelas. 

 Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 Pasal 24 
 Ayat (1) 
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 Kelayakan fisik atas barang dan/atau jasa diperlukan terkait 
 dengan isi dari berita acara serah terima. 

 Ayat (2) 
 Penyerahan barang dan/atau jasa dapat diserahkan oleh pihak 
 yang ditunjuk donor kepada Pemerintah Daerah. 

  Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 Pasal 25 
  Cukup jelas. 

 Pasal 26 

  Cukup jelas. 
 Pasal 27 

  Cukup jelas. 
 Pasal 28 

  Cukup jelas. 
 Pasal 29 

  Cukup jelas. 

 Pasal 30 
  Cukup jelas. 

 Pasal 31  
  Cukup jelas. 

 Pasal 32  
  Cukup jelas. 
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